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Latar Belakang

Langkah strategis yang dilakukan oleh dua gubernur, Propinsi
Lampung Sjachroedin Z.P. dan Propinsi Banten Ratu Atut Chosiyah
melalui penandatangan serangkaian nota kesepahaman (MoU)
tentang Percepatan Pembangunan JSS, pada tanggal 10 Agustus
2007 di Bandar Lampung dan nota kesepakatan (MoA) tentang Pre-
Feasbility Study Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), di atas
sebuah Kapal Pesiar, di Perairan Pulau Sangyang, Selat Sunda. MoA
melibatkan juga Wiratman Associates dan Arta Graha Network.

Langkah tersebut  merupakan bentuk komitmen untuk
membangkitkan kembali ide lama tentang pembangunan JSS dalam
rangka mendorong terjadi perubahan mendasar tatanan
perekonomian kedua wilayah tersebut, yang juga akan merubah
lansekap ekonomi nasional dan regional Association of South East
Asia Nations (ASEAN). Langkah kedua gubernur tersebut mendapat
dukungan dan komitmen pemerintah pusat langsung dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyoho dan Wakil Presiden RI, Muhammad
Jusuf Kalla. Namun dalam penyampaian pemberiaan persetujuan
dan dukungan di atas, Wapres mengingatkan untuk dengan cermat
menghitung-hitung nilai ekonomi yang diakibatkan oleh
pembangunan JSS.

Selat Sunda merupakan salah satu selat terpadat yang melayani 80
persen perekonomian Indonesia yang berada di Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera. Arus barang dan jasa antar kedua pulau melalui
pelabuhan penyebarangan Merak-Bakauheni menujukkan dominasi



Ayi Ahadiat 2

barang hasil industri yang berasal dari Pulau Jawa seperti DKI
Jakarta dan Provinsi lainnya ke Sumatera dibandingkan dengan hasil
bumi (pertanian, perkebunan, peternakan, hasil hutan, hasil
tambang, dll) dari pulau Sumatera menuju DKI Jakarta dan Provinsi
lainnya. Perbedaan ini sangat menonjol baik secara tonase dan nilai
uangnya, perbandingan arus barang dari Jawa ke Sumatera
mencapai sepuluh Kkali lipat lebih dibanding arus barang dari
Sumatera ke Jawa.

Pada lokasi JSS yang menghubungkan
Propinsi Lampung dan Banten atau
Kabupaten Lampung Selatan dan
Kabupaten Serang menunjukkan
perbedaan kemakmuran antara dua
kabupaten tersebut. Jika dilihat dari
PDRB perkapita, Kebupaten Serang
memilki 4 kali lipat kemakmuran, PDRB
perkapita Kabupaten Lampung Selatan
sebesar Rp 800.000,- dibandingkan dengan Kabupaten Serang
sebesar Rp. 3.200.000,-. Kondisi ini dapat dipahami karena
perekonomian Kabupaten Serang didominasi oleh sektor industri dan
pariwisata, sedangkan Lampung Selatan didominasi oleh sektor
pertanian dan industri pengolahan.

Kecenderungan perkembangan industri di Pulau Jawa bagian barat
akan memicu tingginya kebutuhan aksesibilitas untuk pemasaran
hasil industri dalam bentuk barang dan jasa ke berbagai wilayah di
pulau Sumatera, mengingat penduduk pulau Sumatera sebagai
konsumen barang industri terbesar setelah penduduk pulau Jawa.
Kebutuhan aksesibilitas ke Pulau Sumatera sebagai wilayah masa
depan pengembangan perekonomian Indonesia akan meningkat di
masa mendatang.

Penyebrangan melalui Pelabuhan Ferry Merak - Bakauheni dalam
banyak momen puncak (menjelang dan sesudah idul fitri, natal dan
tahun baru, masa liburan sekolah dan cuti bersama) arus lalulintas
penumpang dan barang menunjukan situasi “bottle-neck” atau
ketersendatan penyebrangan. Kemudian penyebrangan dengan kapal
Roro (roll on roll off) berhadapan dengan berbagai kendala alam,
kapasitas dan waktu, kondisi ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi
akibat terjadinya “delayed” dalam “delivery” barang antar kedua
pulau. Situasi seperti ini mendorong untuk ditingkatkan aksesibilitas
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antar kedua pulau dengan pembangunan JSS sebagai alternatif
solusi. Kecendrungan peningkatan arus penumpang dan barang akan
terus terjadi, kemudian tuntutan untuk mentrasportasi material
energi seperti batu bara, listrik, gas dan minyak, serta kebutuhan
komunikasi dan informasi akan
terus meningkat, keadaan ini
diapastikan tidak akan terakmodasi
oleh moda penyebarangan dengan
kapal Roro. Hingga 2007 ini, profil
armada yang biasa beroperasi dalam
kegiatan  penyeberangan  Merak-
Bakauheni tersebut adalah dari 25
kapal, terdapat 7 kapal yang
berumur antara 11 hingga 20 tahun,
dan 18 kapal yang berumur 21
hingga 30 tahun. Kondisi armada tersebut selain kurang handal juga
berpotensi ancaman bagi keselematan pengguna jasa keselamatan,
karena mayoritas kapal-kapal yang dioperasikan sudah berusia tua.
Penambahan kapal pengangkut diperkirakan tidak akan mampu
melayani kepadatan lalu lintas yang melalui selat tersebut di masa
mendatang. Karenanya pembangunan Jembatan Selat Sunda
diharapkan dapat menghilangkan bottle neck lalu lintas antara Pulau
Jawa dan Sumatera.

Secara makro ekonomi pembangunan Jembatan ini akan
meningkatkan Kketertarikan investasi, mendorong mobilitas tenaga
kerja dan berbagai kegiatan sektor rill dalam perekonomian
Indonesia. Jika jembatan sudah terbangun yang dapat dibayangkan
adalah integrasi dan sinergi perekonomian dua pulau besar dengan
mengikutsertakan pulau-pulau kecil lainnya seperti Bali, Madura,
Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, dan Sabang. Jadi persoalan JSS
ini tidaklah sederhana, semua stakeholders harus memberikan
perhatian serius terhadap pengembangan proyek “landmark” besar
ini.

Ide Awal, Faktor Pendorong dan Tujuan Pembangunan JSS
Ide Awal
Secara historis ide pembangunan JSS disampaikan pertama kali oleh

Prof. Dr. Sudyatmo pada tahun 1960-an, dia mengusulkan untuk
dibuatkan hubungan langsung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Uji
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coba desain dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun
1965. Karena kondisi ekonomi negara tidak mendukung, ide brillian
ini tidak dapat direalisasikan. Kemudian setelah pergantian
pemerintahan Sorkarno ke Soeharto, ide JSS disampaikan kepada
Presiden RI Soeharto pada awal Juni 1986. Bappenas
menindaklanjuti dengan melibatkan pembahasannya dari pihak
Jepan. Kemudian Presiden Soeharta meninstruksikan BJ. Habibie
ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset dan  Teknologi
(Menristek)/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) untuk melakukan kajian awal jembatan penghubung
Sumatera-Jawa-Bali, dengan tetap mengacu pada konsep Prof. Dr.
Sudyatmo. Proyek ini kemudian disebut dengan Tri Nusa Bima Sakti.
Dari kajian awal dianggap layak untuk segera diimplementasikan
adalah Jembatan Suramadu. Sejak itu JSS tidak lagi menjadi
perhatian pemerintah. Akhirnya dikukuhlah proyek Suramadu
sebagai proyek nasional melalui Keppres No. 55 Tahun 1990 Tentang
Proyek Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura. Namun karena
krisis moneter tahun 1997 proyek ini tertunda, kemudian paska
krisis pembangunan jembatan Suramadu dilanjutkan direncanakan
akan selesai direalisasikan akhir 2008. Melalui Sekarangkaian MoU
dan MoA perhatian pembangunan JSS kembali mencuat dan
determinasi untuk merealisasikan menjadi semakin kuat.

Faktor-faktor Pendukung

Faktor pendorong utama pembangunan JSS kebutuhan akan
keterkaitan hubungan sosial, politik, ekonomi dan fisik antara Pulau
Jawa dan Sumatera dalam rangka memperkokoh NKRI dari segi
politik, pertahanan dan keamanan. Faktor-faktor pendorong lainnya
adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi antara pulau Jawa
dan Sumatera, serta mengembangkan simpul sistem jaringan Jalan
Arteri Primer Jawa Sumatera untuk memacu perekonomian regional.
Menurut Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah  Suzetta
pembangunan JSS ini sesuai dengan blue print tata ruang nasional
dan menjadi salah satu target pengembangan transportasi di Tanah
Air. JSS akan menjadi penghubung Jawa-Sumatera yang akan terus
sampai Madura dan Bali.

Menurut Sutarman, dalam tulisannya di Harian Pikiran Rakyat
Sabtu, 08 September 2007, tolok ukur keandalan sistem transportasi
biasanya ditunjukkan dengan 4 variabel perjalanan vyaitu (1)
kecepatan (speed), berarti bahwa barang/penumpang bisa sampai di




Ayi Ahadiat 5

tujuan sesuai dengan ekspektasi waktu yang direncanakan, (2)
keamanan (safety), yaitu barang sampai tujuan tanpa gangguan
kuantitas maupun kualitas, dan penumpang sampai dengan selamat,
(3) kenyamanan (convenience), artinya sistem transpor mampu
melayani pengguna secara prima, dan (4) murah (low cost),
mengandung arti bahwa biaya yang harus ditanggung pengguna jasa
telah sesuai dengan tingkat pelayanan yang diterimanya. Kondisi
ideal tersebut tersebut belum terjadi di Pelabuhan Merak-Bakauheni,
karena PT ASDP tidak menunjukkan kinerja yang prima jika diukur
dari ke empat tolok ukur kinerja sistem transportasi tersebut. Sudah
sering terbukti barang-barang mengalami delay hingga dua pekan
lamanya, sehubungan barang-barang tersebut banyak yang
berkategori undurable goods, maka telah terjadi degradasi jumlah
dan mutu, karena terlalu tingginya out of vehicle time. Akibatnya,
biaya yang harus ditanggung pengguna jasa transportasi menjadi
mahal. Dengan demikian, pelayanan ASDP telah sampai pada tahap
wanprestasi (malfunction).

Lebih lanjut Sutarma (2007) menjelaskan bahwa dalam proses
logistik, kegiatan transportasi berperan dalam meningkatkan utilitas
tempat (place utility), sedangkan persediaan berperan dalam
meningkatkan utilitas waktu (time utility). Satu dengan lainnya
memiliki derajat ketergantungan yang sangat tinggi, yaitu kegiatan
transportasi dan pengaturan persediaan, transportasi berperan dalam
mengantar barang dari asal ke tujuan dengan tepat waktu, tepat
jumlah dan harga murah, namun transportasi akan berfungsi
maksimum jika barang yang akan diangkutnya tersedia saat
diperlukan. Demikian juga sebaliknya, walaupun ketersediaan
barang terjamin akan tetapi jika sistem transportasinya tidak andal,
akibatnya konsumen tidak akan bisa menikmati barang yang
diperlukannya. Karena kegiatan logistik ini nilai barang akan menjadi
tinggi jika barang itu mengalami perpindahan tempat, maka fungsi
transportasilah yang memiliki peran penting. Oleh karenanya,
terjadilah pergerakan barang dari tempat yang surplus ke tempat
yang memerlukan, hal ini terjadi secara alamiah karena sistem
transportasi yang baik akan berperan sebagai value creation,
terhadap barang yang diangkutnya. Terjadinya kemacetan di
pelabuhan penyeberangan Merak, maka sangat pantas jika Kkita
mengategorikannya sebagai logistics malfunction, yang sangat
menghambat laju pertumbuhan sektor riil dan berakibat suplai
barang tidak dapat memenuhi demand sebagian masyarakat di kedua
pulau, secara otomatis harga barang di pasar menjadi meningkat,
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yang disebabkan karena salah urus para pengelola sistem
transportasi nasional. Dari situasi ini justifikasi semakin kuat untuk
membangun JSS.

Tujan dan Strategi Pembangunan

Tujuan pembangunan JSS adalah untuk meningkatkan aksesibilitas
orang, barang dan jasa. Dengan aksesibilitas yang baik pemerataan
pembangunan akan terjadi secara alamiah. Tujuan akhir dari
pembangunan JSS adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan
Bangsa Indonesia, terutama untuk penduduk Pulau Sumatera dan
Pulau Jawa. Pembangunan JSS, secara teknologi sangat
dimungkinkan namun perhitungan dan desain pengembangan
ekonomi harus memberikan justifikasi yang memadai. Grand desain
pembangunan JSS harus menitik beratkan pada peran JSS sebagai
simpul sistem jaringan jalan arteri primer lintas Jawa-Sumatera
menjadi triger pengembangan ekonomi regional disemua sektor dan
wilayah. Mulai dari masa konstruksi hingga pemanfaatan JSS.

Strategi Pembangunan JSS mencakup fase perencanaan, konstruksi
dan pemanfaatan infrastruktur. Perencanaan yang komprehensif lagi
holistik meliputi aspek teknologi, ekonomi, manajemen, lingkungan
polsosbud hankam dan aspek lingkungan hidup, serta kemungkinan
bencana alam seperti potensi tsunami dan gempa serta Alur Laut
Kepulaan Indonesia (ALKI), akan memberikan kenyamanan dalam
memahami Visi dan Misi pengembangan JSS. Rencana pembangunan
JSS harus diikuti dan diimbangi oleh rencana jaringan infrastruktur
darat seperti Jalan Toll Lintas Sumatera, Jalan Kereta Api Trans
Sumatera (Sumatera Rail Way), Infastruktur Informasi dan
Komiunikasi, dan Infrastruktur Transportasi Energi (listrik, batubara,
minyak dan gas). Jika tidak diimbangi dan dilakukan perencanaan
secara simultan maka akan terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan
JSS yang menyebabkan rendahnya penggunanan JSS sehingga akan
berakibat pada kerugian investasi infstruktur ini.

Dari wacana yang sudah mengemuka pembangunan JSS akan
meliputi tiga tahap: pembuatan pra studi kelayakan (2007-2009),
tahap pembuatan studi kelayakan (2009-2013), dan tahap
pembangunan (2013-2025). Operasionalisasi JSS akan dimulai tahun
2025. Agar memberikan hasil yang optimal dan Kkualitas
pembangunan super-stucture lintas peradaban, pada tahap
perencanaan dan konstruksi harus membuka peluang besar kepada
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berbagai elemen stakeholders untuk dapat terlibat dalam proses
pembangunan JSS.

Spesifikasi Teknik JSS

Menurut Wiratman & associates
pembangunan JSS dapat menerapkan
teknologi jembatan gantung dunia generasi
ketiga yang secara ilmiah lebih aman dari
gempa, tsunami dan atau gaya angin yang
berpotensi dapat merubuhkannya. Badan
jalan dapat dilalui kereta api, bus, truk,
sepeda motor maupun pejalan kaki. Secara
teoritis, menurut para ahlinya, dengan
adanya JSS itu, perjalanan Jawa-Sumatera melalui Selat Sunda
hanya perlu dilalui dalam 30 menit, padahal dengan kapal ferry perlu
waktu antara 2-2,5 jam atau lebih saat ombak tinggi atau kapal
sedang bermasalah.

Panjang JSS sekitar 29-31 km dengan lebar sampai 60 meter, tinggi
sampai 70-an meter, yang melalui Selat Sunda pada tiga Pulau (P.
Panjurit, P. Sangiang, P. Ular). JSS terdiri dari jalan mobil 2 x 3
meter, jalan sepeda motor dan pejalan kaki 2 x 1 meter, double track
kereta di tengah. Terdiri atas dua jembatan gantung berbentang
ultrapanjang: 3,5 km dan 7 km. Terdiri atas tiga jembatan
konvensional berbentang 6--7,5 km. Kapasitas maksimum 160 ribu
kendaraan per hari, barang seperti batu bara sekitar 1,75 juta ton
per tahun atau 4,7 ribu ton per hari. Berlokasi lokasi 50 kilometer
dari Gunung Krakatau.

Aspek keyalakan ekonomis, pembiayaan dan pengelolaan
Nilai Proyek

Beberapa versi perkiraan nilai ekonomi proyek JSS, antara lain:
Pertama, menurut Profesor Wiratman dari Konsultan Wiratman &
Associates yang bekerja untuk AG Network memperkirakan biaya
pembangunan JSS mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar
Rp92 triliun). Biaya tersebut dibagi dua tahap: Biaya studi dan jasa
engineering 190 juta dolar AS atau Rp1,8 triliun dan biaya konstruksi
9.810 juta dolar AS atau 90,2 triliun. Menurut Wiratman, jumlah
sebesar ini karena JSS mengacu pada Jembatan Missina di Sretto
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Italia, yakni jembatan yang menghubungkan pulau Sisilia dengan
Italia.

Kedua, pendapat berbeda diungkapkan oleh Siswono Yudo Husodo,
yang pernah menjadi anggota tim pembuatan maket JSS pimpinan Ir
Rochaji Gaffar dari ITB, pada 1965, saat dia masih mahasiswa ITB.
Menurut dia, perkiraan dana pembangunan JSS sebesar Rp 92
triliun itu terlalu tinggi. Pembangunan jembatan dengan panjang 30
kilometer dan lebar 60 meter di Selat Sunda itu hanya butuh dana
Rp 42 triliun. Anggaran Rp 42 triliun itu dihitung berdasarkan
pengalaman perusahaan Siswono membangun Jembatan Barelang,
yang menghubungkan Pulau Batam-Rempang-Galang, di Provinsi
Kepulauan Riau.

Ketiga, Dr. Ir Jodi Firmansyah dari ITB pernah menghitung bahwa
pembangunan jembatan di Selat Sunda dengan panjang 27 kilometer
dan lebar 30 meter hanya butuh dana sekitar Rp 31,668 triliun.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
itu menyebutkan, sebanyak 40 persen dari nilai proyek digunakan
untuk membangun fondasi di laut dalam. Perkiraan biaya
pembangunan JSS itu disampaikan Jodi dalam makalah berjudul
Tantangan Alam dan Tipe Struktur Jembatan Lintas Selat Sunda
yang disampaikan dalam Semiloka Infrastruktur Lintas Selat Sunda
di ITB pada Februari 2003.

Keempat, tahun 1997, yang menarik, Prof. Wiratman sendiri
memperkirakan perlu biaya sekitar US$ 7 Billion (atau Rp 16.7
Trilliun, waktu itu tahun 1997 sebelum krisis atau sekarang sekitar
Rp 60 - 70 Trilliun).

Dari berbagai hitungan investasi diatas sangat dilatar belakangi oleh
pilihan desain teknologi dan metode perhitungan biaya proyek
(project costing method). Semakin besar biaya proyek akan semakin
besar beban untuk pemulihan investasi atau cost recovery karena
akan menuntut Financial Internal Rate of Return (FIRR) dan
Economic Rate of Return (ERR) yang tinggi. Jika alternatif pertama
(Rp. 30 T/km) yang digunakan maka dibandingkan dengan biaya
jalan tol Babatan — Tegineneng sebesar 2,8 T untuk 50 km (Rp. 56
M/km) sama dengan 54:1. Jika alternatif kedua yang digunakan
dibandingkan dengan jalan toll Babatan-Tegineneng sama dengan
25:1, jika alternatif ketiga yang digunakan dibandingkan dengan
jalan toll Babatan-Tegineneng sama dengan 19:1, dan jika alternatif
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keemat yang digunakan dibandingkan dengan jalan toll Babatan-
Tegineneng sama dengan 42:1.

Sebagai bangsa kita dihadapkan kepada tantangan untuk menjadi
bangsa yang “smart” yakni bangsa yang dapat menggunakan solusi
teknologi handal dengan biaya yang semakin efisien. Dengan desain
yang mempertimbangkan penggunaan material dalam negri (local
content) lebih besar akan menekan pembiayaan pembangunan JSS.

Isu Pembiayaan JSSSeusai penandatangan MoA JSS Menteri Negara
PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta pemerintah akan mendukung
pendanaan pembangunan JSS tapi tidak dari APBN, "Mungkin lewat
kemitraan swasta-Pemerintah. Namun bila itu juga tidak
dimungkinkan maka bisa jalur B to B". Alternatif lain pembiayaan
agar banyak pemangku kepentingan dalam negeri berpartisipasi
dalam pembangunan JSS dapat diupayakan dengan menerbitan
sekuritas yang dibeli oleh Pemerintah Daerah di Indonesia
(mekanisme alternatif dapat menggunakan seperti penerbitan
obligasi, surat utang negara (SUN) atau setifikat bank Indonesia
(SBI)), dapat menerbitkan obligasi untuk dijual kemasyarakat melalui
pasar modal, atau meng-issue saham jika pengelola JSS adalah
perusahaan go publik.

Kemudian dalam rangka menekan nilai proyek, sinergi industri yang
akan menjadi rantai nilai material pembangunan JSS harus
disiapkan dari sekarang. Sebagai contoh penggalian bahan galian C
(pasir), industri semen, aspal, industri baja, semua komponen yang
dibutuhkan oleh pembangunan JSS. Secara umum pembiayaan ini
berprinsip economically feasible and technologically plausible.

Isu Manajemen JSS

Pengelolaan JSS sebaiknya dilakukan oleh sebuah perusahaan
infrastruktur atau operator infrastruktur seperti jalan toll.
Perusahaan tersebut dapat BUMN, konsorsium BUMN dan BUMD,
dan perusahaan publik (Tbk). Kredibilitas, akuntabilitas, integritas
adalah diantara kriteria seleksi perusahaan operator JSS.
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Manfaat Ekonomis JSS dan Opportunity Cost
Manfaat Ekonomis

Manfaat ekonomis dari pembangunan JSS dapat dilihat dari
beberapa fase vyaitu pada masa sebelum konstruksi (fase
perencanaan), masa konstruksi, dan masa pemanfaatan jembatan.
Pada masa perencanaan harus disertai sosialisasi dan desiminasi
rencana pembangunan (blue print) JSS yang jelas dan intensif agar
masyarakat dapat mengantisipasi perubahan dan memanfatkan
peluang ekonomi yang akan berkembang. Kemudian dengan
diseminasi dan sosialisasi yang baik ini akan memberikan peluang
bisnis bagi sektor riil untuk mengembangan rencana pengembangan
bisnis baru sebagai dampak ikutan dari hadirnya infrastruktur JSS.
Memberikan peluang bagi Bappeda di Kedua Propinsi untuk
melakukan perencanaan komprehensif dalam bentuk rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategik Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) Rencana Tata Ruang Wilayah dan
rencana lain yang terkena dampak baik langsung maupun tidak
langsung. Penyusunan rencana hendaknya melibatkan tenaga ahli
lokal/daerah Lampung dan Banten, karena akan memberikan proses
pembelajaran (learning process) yang sangat berharga untuk para
ahli lokal (local expert).

Pada masa konstruksi pembangunan JSS ini akan menyerap tenaga
kerja yang sangat besar. Melibatkan banyak pemasok material atau
bahan, perlatan atau teknologi dan berbagai jasa keahlian yang
diperlukan. Akan mendorong eksternal ekonomis disekitar lokasi
proyek pembangunan. Harus memberikan sinergi ekonomi terhadap
berkembangnya industri baik yang terkait langsung maupun tidak
langsung dengan pembangunan JSS.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional perlu pengembangan
wilayah sekitar lokasi JSS, Provinsi Lampung seperti Kabupaten
Lampung Selatan dan Provinsi Banten seperti Kabupaten Serang.
Pengembangan wilayah tersebut harus direspon dengan blue print
Tata Ruang Industri Pariwisata termasuk semua pulau yang dilalui
jembatan, blue print Tata Ruang Industri Pengolahan (Manufaktur),
blue print Tata Ruang Perdagangan dan Jasa, serta blue print Tata
Ruang Sosial Budaya (Pendidikan, Kesehatan, Kesenian, dll).
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JSS adalah proyek kebanggaan Bangsa Indonesia, harus dibangun
oleh anak bangsa, dibiayai oleh sebagian besar uang dalam negeri
dan memberi manfaat ekonomi dan bisnis bagi pemerintah,
masyarakat dan pengusaha dalam negeri sebanyak mungkin. Jika
JSS dikelola dengan sistem jalan toll, masyarakat akan sangat
mengapresiasi JSS karena akan menekan biaya transportasi
penumpang dan barang, serta akan menekan waktu tempuh
dibandingkan dengan menggunakan kapal Roro. Penghematan yang
luar biasa akan terjadi dalam perekonomian kedua Pulau. llustrasi
pernah diberikan oleh Siswono, pada Harian Kompas 19 Oktober
2007. Saat ini, tarif tol di Indonesia dipatok Rp 180 hingga Rp 900
per kilometer. Untuk perjalanan 29 kilometer di JSS, kemungkinan
biaya terendah yang dikeluarkan sekitar Rp 5.220 hingga yang
tertinggi Rp 26.100. "Kalau seandainya diberlakukan tarif termahal
Rp 6.000 per kilometer untuk truk trailer, biaya yang harus
dikeluarkan untuk melintasi JSS Rp 174.000. Tarif itu lebih rendah
dibanding tarif kapal feri," kata Siswono.

Sementara itu, tarif penyeberangan dengan menggunakan kapal roro
saat ini paling rendah Rp 8.500 untuk sepeda motor dan tertinggi Rp
810.000 untuk truk trailer. Selain angkutan barang, tarif angkutan
penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) pun bisa dihemat.
Dengan tarif Rp 80-Rp 130 per kilometer untuk bus AKAP kelas
ekonomi, tarif yang dikenakan kepada penumpang untuk
menyeberangi Selat Sunda Rp 2.320-Rp 3.770 per orang. Sementara
untuk menumpang kapal roro, penumpang harus membayar Rp
9.000 (dewasa) dan Rp 5.000 (anak-anak) untuk kelas ekonomi, serta
Rp 12.000 (dewasa) dan Rp 8.000 (anak-anak) untuk kelas bisnis.
Keuntungan lain dari keberadaan JSS adalah penghematan waktu
tempuh Merak-Bakauheni. Untuk menyeberangi selat selebar 17 mil
laut atau 30 kilometer, kapal roro membutuhkan waktu 2,5-3 jam
dan satu jam untuk kapal cepat. Sementara jika menggunakan
jembatan, waktu yang dibutuhkan pengendara untuk menyeberangi
Selat Sunda sekitar 30 menit. Itu pun jika kecepatan kendaraan
sekitar 60 kilometer per jam.

Opportunity Cost Pembangunan JSS

Dengan dibangunnya JSS maka infrastruktur pelabuhan Merak-
Bakauheni akan Ilangsung terkena dampak, yaitu akan terjadi
kehilangan dan penurunan peran pelabuhan. Jika tidak dicarikan
solusi alternatif dari sekarang maka pengorbanan ekonomi negara




Ayi Ahadiat 12

akan besar, karena kedua pelabuhan tersebut akan menjadi trade off
atau opportunity cost pembangunan JSS. Solusi dari permasalahan
ini dapat desain ulang pemanfaatan kedua pelabuhan tersebut
sebagai out let dari kawasan industri atau yang berorientasi ekspor
atau free trade zone berpola kepada Batam dengan pengelolaan yang
baik asset negara pelabuhan Merak dan Bakauheni dapat
terselamatkan. Pembangunan kawasan industri yang direncanakan
di Lampung Selatan dan Lampung Timur diorientasikan pada
pemanfaatan pelabuhan Bakauheni. Penentangan terhadap
pembangunan JSS oleh warga Cilegon yang akan kehilangan
pekerjaan di Pelabuhan Merak dan beberapa LSM lingkungan adalah
bentuk ungkapan dari salah satu opportunity cost tersebut.

Konklusi

Dapat dibanyangkan betapa besar efek multiplier dari pembangunan
JSS pada semua fase akan menggerakan perekonomian kedua daerah
yang akan menjadi kutub pertumbuhan baru di Indonesia. Efek
sinergetik akan terjadi karena dengan kecepatan normal waktu
tempuh dari Bandar Lampung ke Jakarta hanya dalam waktu 3-4
jam. Akan lebih cepat lagi jika jalan tol Bakauheni-Terbanggi sudah
terbangun serta sudah terbangun Jalur Kereta Ekspres Jakarta-
Lampung seperti TGV Francis, Sinkansen-Jepang, atau Kereta Cepat
di Taiwan dan Guang Zhou. Mari kita semua berpartisipasi dalam
pembangunan Land Mark kebanggaan Bangsa ini. Insya Allah.***




